
 
 
 
 
 

 
 

 
KEPALA DESA NAGASARI KECAMATAN LELES 

KABUPATEN CIANJUR 
 

PERATURAN DESA NAGASARI 

NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG  
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA NAGASARI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2024. 

  b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun 
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga 
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan 
dan pembangunan menuju masyarakat yang bersatu, adil, 
makmur dan sejahtera; 

  c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2024. 

    

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6263); 

 

https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2020/01/tpk.html


4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan 
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

 
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sebagai Bencana Nasional; 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 
 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496); 

 
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 

Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa; 



14. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 
Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang 
Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa; 

 
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 

Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 868); 
 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 
Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional 
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024; 

 
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; 
 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 
2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, 
dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; 

 

19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.065/PMD.05.03-
PPD/2023 tentang Petunjuk Teknis Bntuan Keuangan Desa 
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 
2024; 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4); 
 
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3); 

 
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 
Nomor 73); 

 
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2018 Nomor 79); 

 
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 

Tahun 2018 Nomor 97); 
 
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2019 Nomor 17); 

 
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2019 Nomor 51); 

 
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39); 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 
16); 

 



29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2023 Nomor 105); 

 

30. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga 
Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; 

 
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban 
Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2024 Nomor 4); 

 
32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk 

Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 5); 
 

33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 
Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan 
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Pemerintah Desa; 

 
34. Keputusan Bupati Nomor 900.1.2.4/Kep.10-Bkad/2024 Tentang 

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kepada 
Desa Tahun Anggaran 2024; 

 
35. Peraturan Desa Nagasari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa priode 2020-2026; 
 
36. Peraturan Desa Nagasari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024. 

 
 

Dengan Kesepakatan Bersama 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

dan 

KEPALA DESA NAGASARI 
    

MEMUTUSKAN : 
    
Menetapkan : PERATURAN DESA NAGASARI TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 



3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.  

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa.  

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, 
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli 
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan 
hak lainnya yang sah.  

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 
diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

 

BAB II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan Desa Rp. 1.671.956.738,- 

2. Belanja Desa Rp. 1.643.706.238,- 

Surplus / (Defisit) Rp. 28.250.500,- 

3. Pembiayaan Desa   




